Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-4/BC/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN PIUTANG
DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2023 tentang
Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
tentang Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang di Bidang
Kepabeanan dan Cukai;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2023
tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan
Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1085);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN PIUTANG DI
BIDANG KEPABEANAN DAN CUKALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut
Piutang adalah tagihan atas bea masuk, bea keluar,
dan/atau cukai, yang belum dilunasi termasuk bea masuk
antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan
pengamanan, bea masuk pembalasan, sanksi administrasi
berupa denda, dan/atau bunga.

2. Penghapusbukuan adalah proses akuntansi untuk
menghapus pencatatan aset berupa Piutang dari neraca
dengan tidak menghilangkan hak tagih.

3. Penghapustagihan adalah serangkaian kegiatan untuk
menghapus hak tagih atau upaya tagih berdasarkan
berbagai kriteria dan prosedur yang ditetapkan.


http://PER-4/BC/2024

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

-2-

Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan
operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas
laporan keuangan.

Neraca adalah komponen Laporan Keuangan yang
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal
tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat dengan CalLK adalah komponen Laporan
Keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian, dan/
atau analisis atas Laporan Keuangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah dan Kantor
Wilayah Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya
disebut Kantor Pelayanan Utama adalah instansi vertikal
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
selanjutnya disingkat dengan KPPBC adalah instansi
vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala Kantor Wilayah.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang
Cukai.

Laporan Hasil Penelitian pada Kantor Pelayanan yang
selanjutnya disingkat dengan LHP adalah laporan yang
dibuat oleh tim Penghapustagihan pada Kantor Pelayanan
yang berisi hasil penelitian atas daftar Piutang yang akan
dihapustagihkan.

Laporan Hasil Penelitian pada Kantor Wilayah yang
selanjutnya disingkat dengan LHP-W adalah laporan yang
dibuat oleh tim Penghapustagihan pada Kantor Wilayah
yang berisi hasil penelitian atas daftar usulan Piutang
yang akan dihapustagihkan.

Laporan Hasil Penelitian pada Kantor Pusat yang
selanjutnya disingkat dengan LHP-P adalah laporan yang
dibuat oleh tim Penghapustagihan pada Kantor Pusat yang
berisi hasil penelitian atas daftar usulan Piutang yang
akan dihapustagihkan.

Daftar Usulan Penghapusbukuan yang selanjutnya
disingkat dengan DUPb adalah daftar usulan Piutang yang
akan dihapusbukukan dan ditetapkan oleh kepala Kantor
Pelayanan.
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Daftar Usulan Penghapustagihan Kantor Pelayanan yang
selanjutnya disingkat dengan DUPt adalah daftar usulan
Piutang yang akan dihapustagihkan yang disusun oleh tim
Penghapustagihan pada Kantor Pelayanan dan ditetapkan
oleh kepala Kantor Pelayanan.

Daftar Usulan Penghapustagihan pada Kantor Wilayah
yang selanjutnya disingkat dengan DUPt-W adalah daftar
usulan Piutang yang akan dihapustagihkan yang disusun
oleh tim Penghapustagihan pada Kantor Wilayah dan
ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.

Daftar Usulan Penghapustagihan pada Kantor Pusat yang
selanjutnya disingkat dengan DUPt-P adalah daftar usulan
Piutang yang akan dihapustagihkan yang disusun oleh tim
Penghapustagihan pada Kantor Pusat dan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 2
Terhadap Piutang dapat dilakukan penghapusan.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Penghapusbukuan; dan
b. Penghapustagihan.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Piutang yang tercantum dalam:
a. surat penetapan, meliputi:
1. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPTNP);
2. Surat Penetapan Pabean (SPP);
3. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
4. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai
Pabean (SPKTNP);
5. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar
(SPPBK);
6. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea
Keluar (SPKPBK);
7. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran
Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan
Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM);
8. Surat Pemberitahuan Pengenaan  Sanksi
Administrasi (SPPSA); dan
9. surat penetapan lainnya yang diterbitkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
b. surat tagihan, meliputi:
1. Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1);
2. Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya
Pengganti (SPPBP-1); dan
3. surat tagihan lainnya yang diterbitkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
c. Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan;
dan/atau
d. putusan badan peradilan pajak, meliputi:
1. putusan banding; dan
2. putusan peninjauan kembali.
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BAB II
KEDALUWARSA

Pasal 3

Hak penagihan atas Piutang yang tercantum dalam

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),

menjadi kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun sejak

timbulnya kewajiban membayar.

Masa kedaluwarsa atas Piutang di bidang kepabeanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

diperhitungkan dalam hal:

a. yang terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia;

b. yang terutang memperoleh penundaan atas
kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda
administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan; atau

c. yang terutang melakukan pelanggaran di bidang
kepabeanan.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal

mengenai persetujuan penundaan utang kepabeanan.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.

Masa kedaluwarsa atas Piutang di bidang cukai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

diperhitungkan dalam hal terdapat pengakuan utang
cukai.

Pengakuan utang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal

mengenai persetujuan pengangsuran utang cukai.

Dalam hal terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak

diperhitungkannya masa kedaluwarsa hak penagihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat

(6), hak penagihan atas Piutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh)

tahun sejak timbulnya kewajiban membayar ditambah
dengan:

a. jangka waktu penundaan yang tercantum dalam
Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan
penundaan  utang  kepabeanan = sebagaimana
dimaksud pada ayat (3);

b. masa hukuman atas pelanggaran yang tercantum
dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau

c. jangka waktu pengangsuran cukai yang tercantum
dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai
persetujuan pengangsuran utang cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).
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BAB III
PENGHAPUSBUKUAN

Bagian Kesatu
Kriteria Penghapusbukuan

Pasal 4

Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal Piutang tidak

memenuhi kriteria pengakuan aset sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan = yang
mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan.

Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap Piutang dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. hak penagihannya sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

b. pihak yang terutang merupakan orang pribadi, dalam
hal:

1. telah meninggal dunia dan tidak mempunyai
harta warisan atau kekayaan;

2. pailit; dan/atau

3. tidak dapat ditemukan;

c. pihak yang terutang merupakan badan hukum,
dalam hal:

1. telah bubar atau likuidasi;

2. palilit; dan/atau

3. tidak dapat ditemukan; atau

d. hak penagihannya tidak dapat dilaksanakan karena
kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan  kebijakan dan/atau  berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemenuhan kriteria Penghapusbukuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. dalam hal pihak yang terutang merupakan orang
pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak
mempunyai harta  warisan atau  kekayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka
1, dibuktikan dengan dokumen berupa:

1. keterangan kematian dari instansi dan/atau
pejabat yang berwenang;

2. keterangan ahli waris dari instansi dan/atau
pejabat yang berwenang; dan

3. akta otentik yang dibuat oleh notaris yang
menyatakan bahwa ahli waris dari pihak yang
terutang tidak mempunyai harta warisan atau
kekayaan;

b. dalam hal pihak yang terutang merupakan badan
hukum yang telah bubar atau likuidasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, dibuktikan
dengan dokumen berupa:

1. putusan pengadilan mengenai pembubaran atau
likuidasi yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan/atau

2. pengumuman menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
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asasi manusia dalam Berita Negara Republik
Indonesia mengenai pembubaran atau rencana
pembagian kekayaan hasil likuidasi;

c. dalam hal pihak yang terutang merupakan orang
pribadi yang dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 atau badan
hukum yang dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2, dibuktikan
dengan dokumen berupa putusan pengadilan
mengenai pailit yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

d. dalam hal pihak yang terutang merupakan orang
pribadi yang tidak dapat ditemukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 atau badan
hukum yang tidak dapat ditemukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3, dibuktikan
dengan dokumen berupa:

1. keterangan domisili dari instansi dan/atau
pejabat yang berwenang;

2. keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak
mengenai status wajib pajak; dan/atau

3. bukti pendukung lainnya; atau

e. dalam hal hak ©penagihannya tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan
dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau
berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d, dibuktikan dengan Keputusan Menteri.

Penghapusbukuan terhadap Piutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c,

dapat dilakukan setelah dilakukan penagihan aktif.

Penagihan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berupa penyampaian atau pemberitahuan surat paksa.

Bagian Kedua
Penelitian Penghapusbukuan

Pasal 5
Kepala Kantor Pelayanan melakukan penelitian terhadap
Piutang yang memenuhi kriteria Penghapusbukuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap setiap dokumen yang akan diusulkan
Penghapusbukuan.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam DUPb dengan menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Pengajuan Penghapusbukuan

Pasal 6
Kepala Kantor Pelayanan mengajukan DUPb sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada direktur di
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lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

mengelola penerimaan.

Dalam hal pengiriman DUPb sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh kepala KPPBC, DUPb ditembuskan

kepada kepala Kantor Wilayah.

Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

yang mengelola penerimaan melakukan rekapitulasi dan

validasi data atas DUPb sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Hasil rekapitulasi dan validasi data sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan

Penghapusbukuan pada Neraca berdasarkan hasil

rekapitulasi dan validasi data sebagaimana dimaksud

pada ayat (4).

Piutang yang telah dilakukan Penghapusbukuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat secara

ekstrakomptabel dan diungkapkan secara memadai dalam

CaLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai standar akuntansi

pemerintahan.

Piutang yang telah dilakukan Penghapusbukuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dikelola sampai

dengan dilakukannya Penghapustagihan.

Pengajuan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Piutang yang memenuhi kriteria Penghapusbukuan
sampai dengan 30 Juni diajukan untuk
dihapusbukukan dalam Laporan Keuangan
semesteran; atau

b. Piutang yang memenuhi kriteria Penghapusbukuan
sampai dengan 31 Desember diajukan untuk
dihapusbukukan dalam Laporan Keuangan tahunan.

BAB IV
PENGHAPUSTAGIHAN

Bagian Kesatu
Kriteria Penghapustagihan

Pasal 7

Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:

a. Piutang yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
dan/atau

b. hak negara untuk melakukan penagihan tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan
dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau
berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh
Menteri.

Pemenuhan kriteria Penghapustagihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:
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a. dalam hal Piutang yang hak penagihannya sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dibuktikan dengan dokumen berupa:

1. surat penetapan, surat tagihan, Keputusan
Direktur  Jenderal @ mengenai  keberatan,
dan/atau putusan badan peradilan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
dan/atau

2. dokumen yang diterbitkan dalam rangka
pelaksanaan penagihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penagihan utang di bidang
kepabeanan dan cukai; dan/atau

b. dalam hal hak negara untuk melakukan penagihan
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu
sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan Keputusan
Menteri.

Bagian Kedua
Tim Penghapustagihan

Pasal 8

Dalam rangka pengajuan usulan Piutang yang akan

dilakukan Penghapustagihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), dibentuk tim Penghapustagihan.

Tim Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh:

a. kepala Kantor Pelayanan;

b. kepala Kantor Wilayah; dan

c. Direktur Jenderal.

Tim Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit beranggotakan:

a. jurusita Bea dan Cukai disertai dengan perwakilan
dari unit yang mengelola penerimaan dan unit yang
mengelola pengawasan untuk Kantor Pelayanan;

b. perwakilan dari unit yang mengelola penerimaan dan
unit yang mengelola pengawasan untuk Kantor
Wilayah; dan

c. perwakilan dari unit eselon II yang mengelola
penerimaan dan unit eselon II yang melaksanakan
pengawasan untuk kantor pusat Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

Tim penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diketuai oleh minimal Pejabat Bea dan Cukai setingkat

unit eselon III, yang mempunyai struktur:

ketua;

wakil ketua;

sekretaris; dan

anggota.

o op
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Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengajuan Penghapustagihan

Pasal 9

Tim  Penghapustagihan pada  Kantor Pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a

mempunyai tugas untuk:

a. melakukan penelitian terhadap pemenuhan kriteria
Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2);

b. menyusun kertas kerja reviu dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

c. menuangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada huruf a ke dalam LHP dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

d. menyusun DUPt dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Kepala Kantor Pelayanan mengajukan DUPt sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada:

a. kepala Kantor Wilayah, dalam hal DUPt disusun oleh
KPPBC; atau

b. Direktur Jenderal u.p direktur di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola
penerimaan, dalam hal DUPt disusun oleh Kantor
Pelayanan Utama,

dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas:

a. surat penetapan, surat tagihan, Keputusan Direktur
Jenderal mengenai keberatan, dan/atau putusan
badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3);

b. dokumen-dokumen dalam rangka pelaksanaan

penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai
penagihan utang di bidang kepabeanan dan cukai;

LHP; dan

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf b apabila ada.

o 0

Pasal 10
Tim penghapustagihan pada Kantor Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas
untuk:
a. melakukan penelitian terhadap:

1. pemenuhan kriteria Penghapustagihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

2. LHP; dan

3. DUPt;
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b. menyusun kertas kerja reviu dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

c. menuangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada huruf a ke dalam LHP-W dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

d. menyusun DUPt-W dengan menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal hasil
penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a
dinyatakan sesuai.

Kepala Kantor Wilayah mengembalikan DUPt

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3

disertai dengan alasan pengembalian, dalam hal hasil

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dinyatakan tidak sesuai atau masih diperlukan dokumen

pendukung.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan DUPt-W

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilengkapi

dengan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal

u.p direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang mengelola penerimaan, dalam hal hasil

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dinyatakan sesuai.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terdiri atas:

a. LHP;

b. DUPt;

c. LHP-w;

d. surat penetapan, surat tagihan, Keputusan Direktur

Jenderal mengenai keberatan, dan/atau putusan
badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3);

e. dokumen-dokumen dalam rangka pelaksanaan
penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
penagihan utang di bidang kepabeanan dan cukai;
dan

f.  Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b apabila ada.

Pasal 11
Tim penghapustagihan pada Kantor Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai tugas
untuk:
a. melakukan penelitian terhadap:

1. pemenuhan kriteria Penghapustagihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
LHP;

DUPt;
LHP-W; dan
DUPt-W;

gk



(2)

(3)

(4)
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b. menyusun kertas kerja reviu menyusun kertas kerja
reviu dengan menggunakan contoh  format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini;

c. menuangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada huruf a ke dalam LHP-P dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

d. menyusun DUPt-P dengan menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal hasil
penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a
dinyatakan sesuai.

Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

yang mengelola penerimaan atas nama Direktur Jenderal

melakukan pengembalian:

a. DUPt-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a angka 5, apabila usulan disampaikan oleh kepala
Kantor Wilayah; atau

b. DUPt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3, apabila usulan disampaikan oleh kepala
Kantor Pelayanan Utama,

dengan disertai alasan pengembalian, dalam hal hasil

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dinyatakan tidak sesuai atau masih diperlukan dokumen

pendukung.

Direktur Jenderal menyampaikan DUPt-P sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri disertai

dengan dokumen pendukung, dalam hal hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan
sesuai.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terdiri atas:

LHP;

DUPt;

LHP-W;

DUPt-W;

LHP-P;

surat penetapan, surat tagihan, Keputusan Direktur

Jenderal mengenai keberatan, dan/atau putusan

badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3);

g. dokumen-dokumen dalam rangka pelaksanaan
penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
penagihan utang di bidang kepabeanan dan cukai;
dan

h. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b apabila ada.

™ A0 TP



(1)

(2)
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Pasal 12

Penyampaian wusulan Penghapustagihan dilakukan 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan

ketentuan:

a. DUPt yang diajukan oleh kepala KPPBC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a disampaikan
paling lambat tanggal 31 Maret;

b. DUPt yang diajukan oleh kepala Kantor Pelayanan
Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf b disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni;

c. DUPt-W yang diajukan oleh kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni; dan

d. DUPt-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) disampaikan kepada Menteri paling lambat
tanggal 31 Desember.

Penyampaian wusulan penghapustagihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem

aplikasi persuratan yang digunakan oleh Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 13
Berdasarkan DUPt-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3), diterbitkan Keputusan Menteri mengenai
Penghapustagihan.

Pasal 14

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Kepala Kantor Pelayanan melakukan penghapusan data
Piutang pada catatan Piutang berdasarkan Keputusan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Penghapusan catatan Piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diungkapkan dalam CalLK pada periode
terjadinya Penghapustagihan Piutang.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15
Dalam rangka menjamin efektivitas kegiatan penghapusan
Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun oleh:
a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang mengelola penerimaan;
b. kepala Kantor Wilayah; atau
c. kepala Kantor Pelayanan.
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan terhadap:
a. implementasi peraturan terkait dengan penghapusan
Piutang, berupa:
1. jangka waktu pengajuan Piutang yang akan
dihapusbukukan atau dihapustagihkan;
dan/atau



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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2. dokumen yang diajukan untuk dilakukan
Penghapusan dibandingkan dengan jumlah
Piutang yang disetujui untuk dilakukan
Penghapusan; dan
b. sistem aplikasi yang digunakan dalam proses
penghapusan Piutang, berupa:
1. kelengkapan fitur pada aplikasi; dan/atau
2. kendala yang terjadi dalam pelaksanaan
Penghapusan Piutang melalui sistem aplikasi.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk:
a. masukan atas kebijakan yang berlaku; dan/atau
b. memperbaiki pelaksanaan penghapusan piutang.

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15  dilakukan  melalui sistem  aplikasi
perbendaharaan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengalami gangguan operasional atau belum
dapat diterapkan, monitoring dan evaluasi dilakukan
secara manual berdasarkan catatan Piutang.

BAB VI
BERITA ACARA PENELUSURAN

Pasal 17

Dalam hal surat penetapan, surat tagihan, Keputusan

Direktur Jenderal mengenai keberatan, dan/atau putusan

badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3), dan/atau dokumen yang diterbitkan

dalam rangka pelaksanaan penagihan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai penagihan utang di bidang
kepabeanan dan cukai tidak ditemukan, dilakukan
penelusuran terhadap dokumen fisik dan dokumen digital.

Dokumen fisik dan dokumen digital yang tidak dapat

ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

disebabkan karena:

a. terjadinya hal yang berada di luar kendali kepala
Kantor Pelayanan seperti bencana alam, kebakaran
atau pencurian; atau

b. sebab lain yang menyebabkan dokumen fisik dan
dokumen digital tidak dapat ditemukan.

Dalam hal dokumen fisik dan dokumen digital tidak

ditemukan yang disebabkan karena terjadi keadaan di

luar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

dibuktikan dengan:

a. surat keterangan atau laporan kejadian dari instansi
dan/atau pejabat yang berwenang; dan

b. surat pernyataan dari kepala Kantor Pelayanan.

Dalam hal dokumen fisik dan dokumen digital tidak

ditemukan yang disebabkan karena sebab lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan



(9)

(6)

(7)
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penelusuran dokumen fisik dan dokumen digital pada
tempat penyimpanan dokumen.

Hasil penelusuran dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara penelusuran
dokumen.

Berita acara penelusuran dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disusun dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Berita acara penelusuran dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai
pengganti surat penetapan, surat tagihan, Keputusan
Direktur Jenderal mengenai keberatan, dan/atau putusan
badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), dan/atau dokumen yang diterbitkan
dalam rangka pelaksanaan penagihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai penagihan utang di bidang
kepabeanan dan cukai.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku:

a.

terhadap usulan penghapusan Piutang yang telah
diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan sebelum
berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan belum
diterbitkan Keputusan Menteri mengenai penghapusan
Piutang, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Nomor 42/BC/2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan Penetapan
Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau
Cukai; dan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)
tidak berlaku terhadap Penghapusbukuan atas Piutang
yang telah kedaluwarsa sebelum berlakunya Peraturan
Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-
42 /BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan
Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk
dan/atau Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- 15 -

Pasal 20
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ASKOLANI


http://28 Maret 2024
http://PENANDATANGAN
http://PEJABAT
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LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-4/BC/2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

CONTOH FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSBUKUAN (DUPD)

DAFTAR USULAN PENGHAPUSBUKUAN (DUPb)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR ....ooooveoieeann (1),

PENGHAPUSAN

Identitas Wajib Pajak Dokumen Sumber Piutang Nilai Piutang yang Dihapuskan**)
No. KPUBC/ Nama Wajib Nomor ) BM BK CK HT CK EA CK MMEA PAB Lain CK Lain | DA Pab DACK | .. JUMLAH Kriteria
KPPBC . . Jenis Nomor Tanggal Penghapusbuuan
Pajak Identitas 115181 115185 | 115161 115162 115163 115184 115169 | 115183 | 115164 | ...
(3) (4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12)

JUMLAH KESELURUHAN



http://PER-4/BC/2024

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)
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PETUNJUK PENGISIAN

diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama atau nama KPPBC.
diisi dengan periode pengajuan usulan Penghapusbukuan.
diisi dengan nomor urut.

diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama atau KPPBC yang
mengusulkan Penghapusbukuan.

diisi dengan nama orang perseorangan atau badan hukum yang
bertanggungjawab atas Piutang.

diisi dengan nomor identitas orang perseorangan atau badan
hukum yang bertanggungjawab atas piutang.

diisi dengan jenis dokumen sumber Piutang.

diisi dengan nomor dokumen sumber Piutang.

diisi dengan tanggal dokumen sumber Piutang.

diisi sesuai akun dan nilai Piutang yang diusulkan untuk
dilakukan Penghapusbukuan.

diisi dengan nilai hasil penjumlahan pada nomor (10).

diisi dengan jenis kriteria Penghapusbukuan.

diisi dengan nama tempat usulan penghapusan Piutang dibuat
dan ditandatangani.

diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun usulan penghapusan
Piutang ditandatangani.

diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama atau KPPBC.
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B. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA REVIU

LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pastikan kop LHP sesuai dengan tata naskah dinas dan sesuai Kantor Pelayanannya

Pastikan nomor LHP telah terisi dengan benar sesuai dengan tata naskah dinas

Pastikan tanggal LHP telah diisi

D W N

Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama:

a. Pastikan jika yang melakukan penelitian adalah KPPBC, maka diisi dengan nama
Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya.

b. Pastikan jika yang melakukan penelitian adalah Kantor Pelayanan Utama, maka
diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama.

KPPBC:

a. Pastikan jika yang melakukan penelitian adalah KPPBC, maka diisi dengan nama
KPPBC.

b. Pastikan jika yang melakukan penelitian adalah Kantor Pelayanan Utama, maka
dikosongkan/ dihapus.

Pastikan nama orang perseorangan atau badan hukum sesuai dengan dokumen
Piutang

Pastikan NPWP orang perseorangan atau badan hukum sesuai dengan dokumen
Piutang

Pastikan alamat orang perseorangan atau badan hukum sesuai dengan dokumen
Piutang

Pastikan Nomor Telepon orang perseorangan atau badan hukum valid

10

Pastikan jenis usaha orang perseorangan atau badan hukum sesuai dengan
perizinan

11

Pastikan jenis Piutang sesuai dengan jenis piutang pada dokumen Piutangnya

12

Pastikan Jenis dokumen Piutang sesuai dengan dokumen Piutangnya

13

Pastikan nomor dokumen Piutang sesuai dengan dokumen Piutangnya

14

Pastikan tanggal dokumen Piutang sesuai dengan dokumen Piutangnya

15

Pastikan nilai Piutang sesuai dengan nilai total Piutang pada dokumen Piutang
(terbit dan mutasi)

16

Pastikan Piutang yang telah dibayar sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara yang
berasal dari Piutang tsb per-jenis piutangnya

17

Pastikan sisa nilai Piutang merupakan nilai Piutang dikurangi Piutang yang telah
dibayar

18

Pastikan dokumen Piutang ada/tidak ada dengan memberi tanda "Checklist ()’ pada
kolom Checklist

19

Pastikan nomor dokumen sesuai dengan yang tertulis dari dokumen Sumber-nya

20

Pastikan tanggal dokumen sesuai dengan yang tertulis dari dokumen Sumber-nya

21

Kesimpulan dan Saran pastikan diisi

a. hasil kelengkapan penelitian

b. usulan TIM Penghapustagihan diisi

22

Pastikan tempat, tanggal, bulan dan tahun sesuai LHP dibuat dan ditandatangani

23

Pastikan nama, NIP dan Tandatangan ketua TIM Penghapustagihan

24

Pastikan nama, NIP dan tandatangan pemeriksa

25

Pastikan nama, NIP dan tandatangan pemeriksa pada kertas kerja reviu

Pemeriksa,
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LAPORAN HASIL PENELITIAN USULAN PENGHAPUSTAGIHAN (LHP-W / LHP-P)

(1) (2) (3) (4)
1 Pastikan Kop Surat LHP sesuai dengan tata naskah dinas dan sesuai kantor

pelayanannya
9 Pastikan nomor LHP-W atau LHP-P telah terisi dengan benar sesuai dengan tata

naskah dinas

3 Pastikan tanggal LHP-W atau LHP-P telah diisi

Kantor Wilayah:

a. Pastikan jika yang melakukan penelitian adalah Kantor Wilayah, maka diisi
dengan nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya.

b. Pastikan jika yang melakukan penelitian adalah Kantor Pusat DJBC, maka
diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama atau nama Kantor Wilayah.

3 KPPBC :

a. Pastikan jika yang melakukan Penelitian adalah Kantor Wilayah, maka diisi
dengan nama KPPBC dibawah pengawasannya.

b. Pastikan Jika yang melakukan Penelitian adalah Kantor Pusat DJBC maka
diisi dengan nama KPPBC dibawah pengawasan Kantor Wilayah dan jika
diusulkan oleh Kantor Pelayana Utama maka dikosongkan/dihapus.

4 Pastikan nomor dan tanggal DUPt sesuai dengan usulan DUPt dari Kantor
Pelayanan.

5 Untuk Kantor Pusat pastikan nomor dan tanggal LHP sesuai dengan LHP dari
Kantor Pelayanan.

6 Untuk Kantor Pusat pastikan nomor dan tanggal LHP-W sesuai dengan LHP-W dari
Kantor Pelayanan.

7 Pastikan nomor dan tanggal DUPt-W sesuai dengan DUPt-W dari Kantor Wilayah.

8 Pastikan nomor urut pada data Piutang diisi sesuai urutannya

9 Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen
Sumber Piutang

10 | Pastikan jenis Piutang sesuai dengan dokumen Piutang

11 | Pastikan jenis dokumen Piutang sesuai dengan dokumen Piutang

12 | Pastikan nomor dokumen Piutang sesuai dengan dokumen Piutang

13 | Pastikan tanggal dokumen Piutang sesuai dengan dokumen Piutang

14 | Pastikan nilai Piutang merupakan nilai total Piutang sesuai dengan dokumen
Piutang dan dokumen mutasi Piutang

15 | Pastikan Piutang yang telah dibayar sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara yang
berasal dari Piutang tsb dan per-jenis piutang

16 | Pastikan sisa nilai Piutang merupakan hasil nilai Piutang dikurangi Piutang yang
telah dibayar

17 | Pastikan Kesimpulan dan Saran LHP sesuai dengan Kesimpulan dan Saran pada
LHP Kantor Pelayanan yang mengusulkan Penghapustagihan piutang

18 | Kesimpulan dan Saran pastikan diisi

a. hasil atas penelitian usulan Penghapustagihan Piutang

b. usulan TIM Penghapustagihan diisi

19 | Pastikan nama, NIP dan tandatangan Ketua TIM Penghapustagihan

20 | Pastikan nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa

21 | Pastikan nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa pada Kertas Kerja Review

Pemeriksa,




Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
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PETUNJUK PENGISIAN

diisi dengan nomor urut reviu.

diisi dengan penjelasan atau keterangan yang harus direviu.
diisi dengan kata “OK” atau tanda checklist “\” jika
keterangan yang harus direviu telah dilakukan dan sesuai.
diisi keterangan yang diperlukan atas masing-masing
penjelasan dalam reviu.
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C. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PADA KANTOR
PELAYANAN (LHP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Kantor Wilayah/KPU : ...... 4)......
%)
KPPBC Doeeeens (5)......

I. Data
Orang/Perusahaan:
1. Nama e (B) e
2. NPWP e (7) e
3. Alamat e (8)eeeiiiiiiii
4. Nomor Telepon L e (D)
5. Jenis Usaha e (10) e

II. Data Piutang

Dokumen Piutang Piutang (Rp)

No Akun . Nilai Sisa
Jenis Nomor Tanggal Piutang Pembayaran Piutang

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Jumlah Total

III. Check List Dokumen

No Dokumen Checklist Nomor Tanggal
1 Dokumen Piutang

2 Dokumen Penagihan *)

a. Surat Teguran

b. Surat Perintah Penagihan Seketika
Sekaligus

c. Surat Paksa

d. Surat Sita

e. Surat Pelelangan

3 Dokumen Pelimpahan Piutang *)
a. Penyerahan Piutang

b. SP3N

c. PSBDT

4 Kriteria Penghapustagihan

a. dalam hal hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa:

b. dalam hal hak penagihanannya tidak
dapat dilaksanakan karena kondisi
tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan  kebijakan  dan/atau
berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Menteri

1 )
T

b

Mmmnmm.ainww')
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IV. Kesimpulan dan Saran:
(1) Hasil atas Kelengkapan Penelitian

................................................ (21) e
(2) Usulan TIM
................................................ (22) i
Mengetahui: Pemeriksa,
Ketua Tim Penghapustagihan
............ (23).ceiiiiiinennn. vevereneeee(28) i
NIP....... (24). i NIP...... (26).cceininnen.

*) pilih salah satu



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)
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PETUNJUK PENGISIAN

diisi dengan nama Kantor Pelayanan.

diisi dengan nomor laporan hasil penelitian pada Kantor

Pelayanan.

diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian pada Kantor

Pelayanan.

a. jika dokumen Piutang diteliti oleh KPPBC, maka diisi
dengan nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC
yang berada di bawah pengawasannya.

b. jika dokumen Piutang diteliti oleh Kantor Pelayanan
Utama, maka diisi dengan nama Kantor Pelayanan
Utama.

a. jika dokumen Piutang diteliti oleh KPPBC, maka diisi
dengan nama KPPBC.

b. jika dokumen Piutang diteliti oleh Kantor Pelayanan
Utama, maka dikosongkan atau dihapus.

diisi dengan nama orang perseorangan atau badan

hukum yang bertanggungjawab atas Piutang.

diisi dengan identitas NPWP orang perseorangan atau

badan hukum yang bertanggungjawab atas Piutang.

diisi dengan alamat orang perseorangan atau badan
hukum yang bertanggungjawab atas Piutang.

diisi dengan nomor telepon orang perseorangan atau

badan hukum yang bertanggungjawab atas Piutang.

diisi dengan jenis usaha yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan hukum yang
bertanggungjawab atas Piutang.

diisi dengan nomor urut.

diisi sesuai akun dan nilai Piutang yang diusulkan

untuk dilakukan penghapusan Piutang.

diisi dengan jenis dokumen Piutang.

diisi dengan nomor dokumen Piutang.

diisi dengan tanggal dokumen Piutang.

diisi dengan nilai sesuai dokumen Piutang.

diisi dengan nilai dokumen Piutang telah dibayar sesuai

jenis Piutang.

diisi dengan nilai sisa Piutang yang diusulkan untuk

dihapuskan per jenis piutang (hasil pengurangan nilai

piutang pada nomor (16) dengan nilai piutang yang telah

dibayar pada nomor (17)).

diisi dengan jenis dokumen Piutang.

a. apabila dokumen Piutang dilakukan proses
penagihan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
maka diisi sesuai dengan dokumen penagihan yang
telah diterbitkan.

b. apabila dokumen Piutang proses penagihannya
dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL), maka diisi sesuai
dokumen penyerahan yang telah diterbitkan.

diisi dengan hasil atas kelengkapan penelitian.

diisi dengan wusulan Tim Penghapustagihan atas

layak/tidak untuk dihapuskan disertai dengan alasan.

diisi dengan nama ketua tim Penghapustagihan pada

Kantor Pelayanan.



Nomor (24)

Nomor (25)

Nomor (26)
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diisi dengan NIP ketua tim Penghapustagihan pada
Kantor Pelayanan.

diisi dengan nama pemeriksa pada tim
Penghapustagihan pada Kantor Pelayanan.

diisi dengan NIP pemeriksa tim Penghapustagihan pada
Kantor Pelayanan.
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D. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PADA KANTOR WILAYAH
ATAU KANTOR PUSAT (LHP-W ATAU LHP-P)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor : ........ 2)

Kantor Wilayah/KPU *¥) Do [ O
KPPBC o (5)ceeeininnennnn
I. Data Kelengkapan Dokumen :
1. Nomor dan Tanggal DUPt D [(C) N
2. Nomor dan Tanggal LHP e (7 P
3. Nomor dan Tanggal DUPt-W)** PP (8) e,
4. Nomor dan Tanggal LHP-W)** e (9) e

II. Data Piutang

Dokumen Sumber .
Orang / Jenis Piutang Piutang (Rp)
No Badan . ey .
Hukum Piutang Jenis | Nomor | Tanggal Nilai Pembayaran Sisa
Piutang Piutang |
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Jumlah Total
III. Kesimpulan & Saran LHP s (19)ceieiniiiiiiniene,
IV. Kesimpulan dan Saran
.......................................... (20) et
Mengetahui: Pemeriksa,
Ketua Tim Penghapustagihan Piutang
............ (21)eeenenennnen. e (28)
NIP....... (22)eieiniinennen. NIP....... (24) e,

*) pilih salah satu
**) Hanya untuk LHP-P



Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)

Nomor (22)

: Z
L e
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PETUNJUK PENGISIAN

a. jika yang melakukan penelitian adalah Kantor
Wilayah, maka diisi dengan nama Kantor Wilayah
sesuai dengan KPPBC yang berada di bawah
pengawasannya.

b. jika yang melakukan penelitian adalah Direktorat
Jenderal, maka:

1. diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama; atau
2. diisi dengan nama Kantor Wilayah.

diisi dengan nomor laporan hasil penelitian pada Kantor

Wilayah atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian pada Kantor

Wilayah atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

a. jika dokumen Piutang diteliti oleh Kantor Wilayah,
maka diisi dengan nama Kantor Wilayah sesuai
dengan KPPBC yang  berada di bawah
pengawasannya.

b. jika dokumen Piutang diteliti oleh Kantor Pusat, maka
diisi dengan nama Kantor Wilayah atau Kantor
Pelayanan Utama.

a. jika dokumen Piutang diteliti oleh Kantor Wilayah,
maka diisi dengan nama KPPBC yang berada di bawah
pengawasannya.

b. jika dokumen Piutang diteliti oleh Kantor Pusat, maka
diisi nama KPPBC atau dikosongkan/dihapus jika
usulan berasal dari Kantor Pelayanan Utama.

diisi dengan nomor dan tanggal DUPt Kantor Pelayanan.

diisi dengan nomor dan tanggal LHP Kantor Pelayanan.

diisi dengan nomor dan tanggal DUPt-W Kantor Wilayah

(hanya untuk LHP-P).

diisi dengan nomor dan tanggal LHP-W Kantor Wilayah

(hanya untuk LHP-P).

diisi dengan nomor urut.

diisi dengan nama orang perseorangan atau badan

hukum yang bertanggungjawab atas Piutang.

diisi dengan jenis dokumen Piutang.

diisi dengan jenis dokumen sumber Piutang.

diisi dengan nomor dokumen sumber Piutang.

diisi dengan tanggal dokumen sumber Piutang.

diisi dengan nilai sesuai dokumen Piutang.

diisi dengan nilai dokumen Piutang telah dibayar sesuai
jenis Piutang.

diisi dengan nilai sisa Piutang yang diusulkan untuk
dihapuskan per jenis piutang (hasil pengurangan nilai
piutang pada nomor (16) dengan nilai piutang yang telah
dibayar pada nomor (17)).

diisi dengan kesimpulan dan saran pada LHP dari Kantor
Pelayanan.

Diisi dengan kesimpulan dan saran atas LHP-W atau LHP-
P.

diisi dengan nama ketua Tim Penghapustagihan pada
Kantor Wilayah atau Kantor Pusat.

diisi dengan NIP ketua tim Penghapustagihan pada
Kantor Wilayah atau Kantor Pusat.



Nomor (23)

Nomor (24)

07 -

diisi dengan nama pemeriksa pada tim
Penghapustagihan pada Kantor Wilayah atau Kantor
Pusat.

diisi dengan NIP pemeriksa tim Penghapustagihan pada
Kantor Wilayah atau Kantor Pusat.
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E. CONTOH FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSTAGIHAN (DUPt, DUPt-W atau DUPt-P)

DAFTAR USULAN PENGHAPUSTAGIHAN (DUPt, DUPt-W/DUPt-P)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Identitas Wajib Pajak Dokumen Sumber Piutang Nilai Piutang yang Dihapuskan**) JUMLAH
KPUBC/ . BM BK CK HT CK EA CK MMEA PAB Lain CK Lain DA Pab DACK | ...
No. Nama Wajib Nomor .
KPPBC iak denti Jenis Nomor Tanggal
Paj Identitas 115181 115185 | 115161 115162 115163 115184 115169 | 115183 | 115164 | ...
3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11)

JUMLAH KESELURUHAN




Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)

Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)
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PETUNJUK PENGISIAN

diisi dengan nama Kantor Wilayah, nama dan tipe Kantor
Pelayanan Utama, nama dan tipe Kantor Pengawasan dan
Pelayanan, atau nama Kantor Pusat.

diisi dengan periode tahun anggaran pengajuan usulan
penghapusan Piutang.

diisi dengan nomor urut.

diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama atau KPPBC yang
melakukan pencatatan Piutang.

diisi dengan nama orang perseorangan atau badan hukum yang
bertanggungjawab atas Piutang.

diisi dengan nomor identitas orang perseorangan atau badan
hukum yang bertanggungjawab atas Piutang.

diisi dengan jenis dokumen sumber Piutang.

diisi dengan nomor dokumen sumber Piutang.

diisi dengan tanggal dokumen sumber Piutang.

diisi sesuai akun dan nilai Piutang yang diusulkan untuk
dilakukan Penghapustagihan.

diisi dengan nilai hasil penjumlahan pada nomor (10).

diisi dengan nama tempat usulan Penghapustagihan dibuat
dan ditandatangani.

diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun wusulan
Penghapustagihan ditandatangani.

diisi dengan Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah atau
Kantor Pelayanan yang mengusulkan Penghapustagihan.

diisi dengan nama Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah,
atau Kepala Kantor Pelayanan yang mengusulkan
Penghapustagihan.



F.
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CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELUSURAN DOKUMEN

Pada hari ini
menyatakan bahwa telah selesai melakukan penelusuran dokumen dengan hasil sebagai berikut:

BERITA ACARA PENELUSURAN DOKUMEN

Nomor: ............ (1)eeeenennenn.
Tanggal: ............ (2)eeeniiiinne.
, bulan ...... (5)....... , tahun ....... (6)

......... , yang bertandatangan di bawah ini telah

Identitas Wajib Pajak Dokumen Sumber Piutang Nilai Piutang yang Dihapuskan**)

No. | N Wajib N . . JUMLAH Ket
© ar;lzjakajl I decilr?i(t);s Jenis Nomor Tanggal BM BK Cukai DA Pab | ... ¢
(7) (8) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15)
..................................................... (16)- e,

Kesimpulan Hasil Penelusuran Dokumen

..................................................... (17 e

Mengetahui Pemeriksa,

Ketua Tim Peghapustagihan

............. (18).eveeeeeenenen. e n(20) e,

NIP ........... (19)ceeieinennn.e. NIP ........... (21)cennnenne.

£ -
L — )




Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
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PETUNJUK PENGISIAN

diisi dengan nomor berita acara penelusuran.

diisi dengan tanggal berita acara penelusuran.

diisi dengan hari berita acara penelusuran dibuat.

diisi dengan tanggal berita acara penelusuran dibuat.

diisi dengan bulan berita acara penelusuran dibuat.

diisi dengan tahun berita acara penelusuran dibuat.

diisi dengan nomor urut.

diisi dengan nama orang perseorangan atau badan hukum
yang bertanggungjawab terhadap Piutang.

diisi dengan nomor identitas orang perseorangan atau badan
hukum yang bertanggung jawab terhadap Piutang.

diisi dengan jenis dokumen sumber Piutang.

diisi dengan nomor dokumen sumber Piutang.

diisi dengan tanggal dokumen sumber Piutang.

diisi sesuai akun dan nilai Piutang yang diusulkan untuk
dilakukan penghapusan Piutang.

diisi dengan nilai hasil penjumlahan pada kolom (13).

diisi dengan keterangan keberadaan dokumen sumber
Piutang.

diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan terkait
dengan penelusuran yang dilakukan.

diisi dengan kesimpulan hasil penelusuran dokumen.

diisi dengan nama ketua tim Penghapustagihan

diisi dengan NIP ketua tim Penghapustagihan.

diisi dengan nama pemeriksa pada tim Penghapustagihan.
diisi dengan NIP pemeriksa pada Tim Penghapustagihan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ASKOLANI


http://PENANDATANGAN
http://PEJABAT



